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Menimbang: a.

b.

c.

Mengingat : 1.

DENGfiN RAHMAT3‘UHANYANG MAHAESA

BUPATI TAPANUL1 TENGAH,

bahwa dalam rangl‹a menunjang pengembangan dan

pelaksar aan electronic goverment (e-govermerit) di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, perlu optimalisasi

pemanfaatan website sebagai media resrni Pemerintah Daerah

yang berfungsi untuk inenyampaikan berbagai informasi

penierintahan kepada masyarakat;

bahwa untuk efektifitas dan efisiensi didalam penggunaan

nama doniain tapteng.Zo.id bagi situs web resmi Pemerintah

Kabupaten Tapanuli Tengah dan Subdornairi web resrni satuan

kerja perangkat Daerah (SIIPD) di lingkun$an Pemerintah

Kabupaten Tapanuli Tengah, perlu mengatur mengenaian

penggunaan nama domiari dan subdom‹iin yang berdayaguna

dan berhasil guna, untuk mendu!‹ung penyeleggaraan

penierintah dan peningkatan pelayanan publik;

bah.wa untuk me1aksanal‹an dümaksud sebagaimana tersebut

pada huruf a dan huruf b, perlu ditetaplcan Peraturan Bupati

Tapanuli Tengah tentang Pendayagunaari Pengelolaan Website

diLingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang

Pembentulcan l3aerah Otonom Kabupaten - Itabupaten dalam

Lin kungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

Reptiblik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,Tambahan

Lembarari Negara Republik Indonesia Nomor 1092);



s,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Untlang—Undang Nomor 1 Tahun. 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negra Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republil‹

Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Ti‘ansaksi Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4543);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor l4 Tahun 2008

tentang Eeterhukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 N amor 61, Tambalian

Leinbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang—tJndang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Untlang-Undang Nomor l2Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,TamLahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Leribaran Negara Republik Iridonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun Z014 tentang Pemerintah

Daerah (Lcmbaran Nega.ra Republik liidonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 558'7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 NOITIOI’ 58, Tambahan L•mbaran Negara

Reptiblik Indonesia Nomur 5679);

9. Unciang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahan

2014 Nomor 292, Tambahan Lcnibaian Negara Republik

Indoiaesia Nomor 5601);
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10.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang

15.

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran

Negura Republik Indonesia i9omor 3980);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran NegaraRel'Ublik Indonesia

Nomor 4593);

i2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Taliun 2010 tentang

pelaksanaan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Keterbukaan Infoimasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5149);

13. Per‹ituran Pemerintali Nomor 82 Tahun 201.2 tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 8012 Nomor1 89 Tambahan

Lembarari Negara Republik Indonesia Nomor 534:3);

14. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Peramgkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 114, Tambahan Lernbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5ò87);

Peraturari Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang

Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemefintah

daerah (R!mbarari Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Norrior 225, Tambahan Lembaran l9egara Republik Indonesia

Nomor 6133J;

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20“15 tentangKementrian

Komunikasi dan Informatika (Lembai an Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 nomor 96);

17. Per aturam Presiden Nomor 53Tahun 20l7teritangBadan Siber

dan sandi liegara.

18. PeratUran Presiden Nomor 89 Tahun 2tl 19 tentang Satu data

Indonesia (Lembaran Negara Republik lndoneoia Tahun 20l9

Nomor 112);
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19. Periituran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana

telah beberapa kali diubah terahir de gan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua .Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Taliun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalain Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 203£i);

21. Peraturan Menteri Negara Komunikasi dan Informatika Nomor;

28/SK/MENEG/Ki/2008 tentang Pengunaan Nama Domain

go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;

22. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 8

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan PemeNntahan

Itonkuren Bidang Komunikasi dan lnformatika;

23. Peraturan Kepala Lembaga Oandi Negara Nomor7 Tahun 2017

tentang pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk

Pengamanari Informasi di Lingkurigan Daerah Provinsi dan

Kabupaten/ Kota;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah NOITlOr 10

Tahun 2016 tentang Pembentukari Perangkät Daerah

Kabupaten Tapanuli Tengah;

25. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016

tentang Stisunan Nome.nklatur Satuan Kedja Perangkat Daerah

Kabupaten Tapanuli Tengah;

26. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 37 Tahun 2017

tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah.

MEMUTUSIMN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAYAGUNAAN

PENGELOLAAN WEBSITE DI LINCiKUNGAN PEMERINTAH

KAHUPATEN TAPANUL1 TENGAH

KLTENTUAII UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
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5.

y. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh 1‹ementerian

negara dan periyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,

melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas

pembantuan dengan princip Otonomi seluas-luasnya datam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang— Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1545;

Q. Pemerintah Daerah admah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan dae7ah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenarigan Daerah Otonom;

Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah;

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah

Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kahupaten Tapanuli

Tengali yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat,

Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan selaku

pengguna anggaran/pengguna barang.

7. Dinas Koiniinikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo

adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah.

8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut

Kepala Dinas adalah Kepala Komuiiikasi dan Iriformatika Kabupaten

Tapanuli Tengah.

9. e-Government adalah Penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis

elektronik dalam rarigka naeHingkatkan kualitas layanan publik secara

efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi inform:isi.

10. Teknologi Inform.asi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan,

meriyiapkan, menyimpan, memproses, mengumurnkari, menganalisis,

dan/atau menyebai'kan informasi

11.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedtlr elektronik

yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, mengarialisis,

menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim1‹aP., dan /atau

menyebarkan informasi Elektronik

12.Informasi Publik adalah informasi terkait dengan kepentingan wargaNegara

yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan /atau diterima oleh

Pe2 angk£ft D£f iäh lang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan y£1jlg

menjadi kewenangan Perrierintah Daerah.

13.Media Komunikasi Publik adalah oaluran informasi yangd iguFlakan dalam

proses komunikasi publik baik secara langsung maupun tidaklangsung.



15.

18.

14.Standarisasi penyelenggara website pa.da internet adalah standar-standar

dalam pembangunan maupun pengemlзangan website! pada internet yang

dikelola oleh masinø•-masingOł•D.

Website adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.

16. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi

yang dihasilkan.

17. Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasikan

mama server komJзuter seperti web server atau ema.il server di jaringan

Computer atau internet.

Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain

utaiттa.

19. Interriet iservice Provider yang selanjutnya disingkat ISP adalah perusahaan

penyediaJasa layanan koneksi ke internet.

20. Database atau Basis Data adalah sistem yang menyimpan data dalamjumlah

yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.

21. E-mail atau surat elektronik adalah aplikasi untuk saling merigirirm

pesan antar penggunajaringan.

22. Lapisan presentaь-i adalah lapisan yang mewakili komponen-komponen

sistem yang berfungsi dalam proses penyampaian daтi memformulasikan

informasi dalam konsepsi komunikasi data.

28. Layout adalah tata letak hala.man yang mendefinisikai. pangatiiraтi dan gaya

dari komponen-komponen muatan dari suatu halainan.

24. Navigasi adalah Iăsilitas yang memberi kemampuan untuk menetukan

halaman muatan atau data yang ditampilkan, serta perpindahan dari .suatu

tampilan ke tampilan yang lain.

85. Aplikasi stnndar adalah aplikasi yang dijadikan patolian, standar, norma,

dan ukuran berlaku secara umum.

26.Suuktur konten adalah penggambaran mengenai Isi/konten dalam web

secara tersusun yang satu sama lain saling berhubungan.

27,Platform adalah komponen-komponen dasar dari sistem Computer yang

terdiri dari kompoen-komponen arsitelctur komputer dan siзtem operasi,

yarig mendefinisikan oper•asional dan koinpatibilítas sistem.

28. Integrítas data adalah sifat data yang menerangkan akurasi, kebenararl,

validersi dan konsistenзi suatu kumpulan data.

29. Security adalah keamanan yang menjamin sumber daya ti Jak digunakan

atau dimodifikasi clang yang tidak memililÖ otorisasi, dan sebagai pengaman

atas masalahteknis, manajerial, legalitas dan politis.

Dipindai dengan Ca mscanner



30,Hosting atau web hosting adalah layman yang menumpangkan keseIuruhan

muatari suatu situs web kepada suatu perangkat keias komputer (servers

yang terhubung dengan internet sehingga dapat melalui inteme›..

31. Collocation adalah layanan yang menyediakan sarana dan prasarana pada

32.

38.

suatu lokasi dengan fasilitas-fasilitas khusus sehingga perangkat-perangkat

keras computer (.server) dapat ditempatkari di dalamnya agar dapat

berfungsi secara optimal dan terjamin sobagai pelayan data, termasuk untuk

perangkat keras pe'.ayan suatu website.

Pembangunan website adalah aktivita. yang dilakukan dimulai dari

tahapan awal hingga teovujud suatu website.

33. Pengembangan website adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka

memperluas dan memperdalam website, baik dari sist konten, men u

navigasi, maupun pangsa pasamya.

34.Web master adalah orarig yang bertugas mengelola suatu ivebsite mulai

dari aspek pengaturan tata letak halamari sampai kandungan isi muatan.

35. Administrator adalah oraiig yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem

pada aspek teknis, menjamin be alannya operasionalitas dan keamanan

pada sistem serta mengatur hak akses atas sumber daya pada jaririgan

komputer.

36.Reporter adalah seseorang yang melakukan aklivitas pelaporan kepada

seseorang, sekelompok orang, atau sekelompok masyarakat melalui suatu

media setelah mela)ui tahapan pencarian data dan inforinasi dari suatu atau

berbagai sumber.

37.Editor adalah seseorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan

merigedit atas hasil suatu †ulisan sehingga dapat dianggap layak untuk di

sajikan dalam bentuk data atau informasi.

Aplikasi adalah suatu instrumen yang mampu mengolah suatu data atau

informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan

kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data

atau informasi yanq• diperlukan.

39. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi

tempat bagi sem'ua simpul di dalam jaringan unruk bisa melakukan

resource sharing,

40. Sistem jaringari adalah suatu kumpulari simpul-simpul sumber daya

perangkat komputasi yang dapat berupa perangkat-perangkat komputer,

yang saiing terhubung melalui sistem komunikasi sehingga dapat diakses

secara bersaina.



41. Pengertian menginput data adalah memasukan data berupadokumen, audio

video dan luar Computer/laptop yang kemudian terhubung pada perarigkat

tambahan yang disediakan oleh pengelola.

BAB II

MAIISUD DAN TUOUAN

Pasal2

Maksud dan pengelolaan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli

Tengah adaiah untuk mengatur penyeleriggaraan website sehingga dapat

berdayaguna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan

pemerintahan dan me iingkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal3

Tujuan pengelolaan website di lingkungan Pemerintah kabupaten Tapariuli

Tengah adalah untuk terciptanya penyelenggaraari website yang mampu

memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi Pemerintah dan upaya

peningkatan pelayanari informasi kepada masyarakat inelalui jaringan internet.

BAB III

WEBSITE J'EMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Pasal4

(1) Website Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah merup ka situs resmi

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah di internet dalam rangka

menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan kepada maoyarakat.

{2) Website Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), terdiri dari:

a. Website induk

b. Website OPD dan badan Publik di lingkungan pemerintah Kabupaten

Tapanuli Tengah

Pasal5

(1) Website induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayar (2) huruf a,

merupakan website resmi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah y£fp}g

memuat informas-i-informasi umljm mengenai penye1enggpt-
£f

pemerintnhan, penlbangunan dan kemasyarakatan di wilayah }/ bup£ ti{l

Tapanuli Tengah.
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(2l Alamat website induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan

domain Pemerintah Kabupaten Tapar uliTengah yaitu tapteng.go.id.

(3) Penggunaan nama website domain Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui keputusari Btipati.

Pasal6

(1] Website OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b,

merupakan website resmi OPD di lingkungan Pemerintah KabuFaten

Tapanuli Tengah yang memuat informasi-informasi khusus mengenai

penyelengaraan p•-merintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang

dilaksanakan olen OPD bersangkutarı sesuai bidarıg tugas dan

kewenangannya.

C
(2)Pengalamatan website OPD sebagaimana dimak•ud paha ayat ( l),

menggunakarı subdomain Pemerintah It•«bupaten Tapanuli Tengah, dengan

format sebagaı b rikut: (SI£PD/OPD).tapteng.go.id. (eontoh:

diskomirıfo.tapteng.go.ıd)

(31 Penggunaan nama web.site OPD di lirıgkungan Pemerintah Kabupaten

Tapanuli Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan melaJui

Keputusan Bupati.

Organisasi

dimaksud

Pasal7

Perarigkat Daerah yang belum memiliki website OPD sebagaimana

dalam PaSal 6, dapat memarifaatkan website induk untuk keperluan

penyajian irıformasi lirtgkup OPD yangbersangkutan.

BAB IV

KGNTEN V'EBSITE

Pasal8

(lJ Konten website induk sebagaimana dimaksud daiam Pasal5 dan website

OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, padaprinsipnya harus me p
at

informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan
yang sesuai dengan peraturan pertindang-uridangan.

(2) Konten website sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat.



Pasal9

Konteni 'ebsite induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 dan website OPD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tidak boleh herisikari konten-konten

yang bersifat melan'ar. hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan

BABY

PERENCANAAN

Pasal 10

(1} Untuk tertib dan keberhasilan penyelenggaraan xvebsite, dilakukan

perencanaan yang meliputi aspek:

a. studi kelayakan;

b. keıersediaan anggaran;

c. sumber daya manuoia;

d. infraotruktur; darı

e. data/irıformasi

{2) Setiap perencarıaan pengadaan dan/atau pembangunan ıvebsite OPD harus

dikoordinasikan dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Diskominfo

Kabupaten Tapanuli Tengah.

(3) Setiap perencanaa.n ıvebsite harus berpedoman pade standardisasi

pembangunan ıveb'iite, dengan memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi

ıvebsite.

BAB VI

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANCIAN

Pasal 11

(1) Setiap pembarıgunan ıvebsite OPD harus nıengguna1:an pedomarı

standarisasi pembangunan website yang berlaku di lirıgkmngan Pemerirıtah

Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang

merupakan bagian tidak terpisahltan dari Peraturan Bupati ini.

{2) Pembangurlan Wetısite OPD harus kapat ınendulcung keberhasilan ›vebsite

induk.
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Pass 2

(1) Untuk kepentingan perubahan dan penambahari data serta informasi atau

perubahan dari fitur-fitur dari website yang ter bangun dan sudah

terstandarisasi, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan

secara tertulis kepada Diskominfo Kabupaten Tapanuli 'Fengah.

(2) Pemberitahuan rencana perubahan dan penainbahan data sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkari detail tel‹nis

perubahan dan pengembangannya.

(3) Laporan pelaksariaw perubahan dan pengembangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (31, disampaikan kepada Diskominfo llabupaten

Tapanuli Tengah.

BAB VII

PENGENDALIAN

P££Sal 13

(1) Pengendaiian terhadap penyelenggaraaan website dilakukan untuk

mengatur dan meneröokan penyelenggaraan website di lingkttngarl

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

(2) Pengendalian sebagaimann dimaksud pada ayat (1), meliputi

a. pengendalian teknis; dan

b. pengendaliari konten.

Pasal 14

(1) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf

a, merupakan pengendalian terhadap aspek teknis ivebsite, agar

penyelenggaraan website dapat berjalan lancar,

(2) Pengendalian telmis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh

Diskominfo Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pasal 15

(i) Pengendaliari koriten :iebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf

b, merupakan perigendalian tcrhadap aspek l‹oHten i 'ebsite untul‹

memastikan konteri-lcontun yang disajilcan bersifat a1‹iuai dan alturat serta

tidak menyimparig dari ketentuan peraturan perundang- undangala.

(2) PengendaJian konten sebagaimana dimaksud pada ayat( 1), ruthk xvebsite

OPD dilakuk n oleh masing-masing pengelola website O9D



(3) Pengendalian konten uiituk website induk dilakUkarl secara bersama oleh

Pengelola website Induk dan OPD yang ikut menyajikan informasinya di

website induk

BAB VIII

ORGANISASI PENGELOLA WEBISITE

Pasal 16

(1) Pengelola website Induk ditetapkan oleh Bupati dengan surat Ifeputusan

Bupati.

(2) Setiap website OPD yang telah terbangun harus dikelola oleh pejabat yang

ditunjiik oleh kepala GPS dan/atau unit kerja yang bersarigkutan.

(3) Struktur organisasi pengelola website paling sedikit meliputi:

a. menginput data ke dalam database;

b. administrator sistem; dan

c. membuat artikc•J.

(4) Untuk kelancarari pelaksariaan tugas pejabat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dapat dibentuk tim Pengelola Konten, Domain Hosting serta redaksi

yang bekerja secara harian.

BAB IX

PELAPORA2I

Pasal17

(1) Setiap OPD/SKPD wajib menyampaikan laporan hasil pe1akse.naan

pengelolaan website yang disampaikan kepada Bupati melalui Itepala

Diskorninfo Kabupaten Tapanuli Tengah.

(2) Laporari sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi

tentang volume pengisi• ri konten, aktivitas tim pengelola dan kegiatan

pencarian data, juinlah pengunjung, konten yang paling banyak dibuka.

(3) Rekapitulasi laporan ha,siI pelaksanaan pengelolaan website iriduk dan

website OPD/SKPD disampailian oleh Kepala Diskoininfo Kabupaten

Tapanuli Tengah kepada Bupati.

PEMBIAYAAN

Pasal 18

P mbiäy£tan yang d1perlukan untiik pengelolaan website di i¡yl /(} g
Cf1

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, dibebankan pada qpgg
är££

p

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dipindai dengan Ca mscanner



BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diat‘iir dalam Peraturan Bupati ini sepanjarig mengenai

teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undaiiganyang berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang me.ngetahuinya memerintahkan pengundangan .°eraturari

Bupati ini dengan periempatannya dalam Berit Daerah Kabupaten Tapanuli

Tengah.

Diundangkan diPandan

pada tanggal* Maret 2020

Ditetapkan di Pandan

pada tanggal2 Maret 2020

BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

BAKHTIAR AHMAD SIBARANI

HEN SANTA IUBANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI T.GNGAH TAHUN 2G20 NOMOR 16

Dipindai dengan Oa mS888888



XO?•fOR : 16TAHU?f 2O2^J

PEDOV STADARDISASI PENGELDLAA?I '7/EDS

DI LINGKUNGAN PEMEPINTAH KABUPATE*IT HA?'UMi .•C- Ti

Staodardisasi 9Jefisite

Standardisasi website di lingkungan Pemerin‘ah .i ^* •

profil ltabupa‘cri Tapariuli Tengah, dengan latar H<1aP ä üJ F*

1. Mewujudkan prinsip one input for many ”, Zf serrittN

website maupun aplikasi yang befiiuburi o denyn set

OPD/SKPD terintegrasi. langsung dengan websi*e la • Ago In,

fl. Membanguxi ciri khas +:ebsie Pemerintah Daerah;

3. Memudahkan pengunjung website dalam selnkuPs fi pride

website-website Pemerintah Daerah;

4. lMmberikari panduan pengelolaari website se1•aruh OFi3 agar

aplikasi datn didalam nya da;iat dilrmlola secure a!d -• Arts.

arig dista darlmn dalaei Peraturan BupaÒ iniaóalaÒ lipu *mj:re

Presentasi, Teknologi dari Kodefikasi pada layanan informasi berimsis

O. Lapisan Presentasi

Layoutdan liavigasi

Antar oaika yang sesuai dengan

website OPD/SKPD meliputi:

b. Terstruktur halamari (Header, Struktur Na ägnsi menU rzda fiatau
kanan halaman I:onsisten, Halaman Utzma, Footei‘);

iémdtas OPD yang memüßö webWm ersebup Zug

Tapanuli Tengah, fasilitas: Peta sinis, Senrch, Hose, F.oatak(5
pengelola wehsite), dan tanggal}.

Penamaan Domain

Penamaan Domain untuk website OPD harus aiinin pg

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapariuli Tengah.

IV. Pengajuan e-mail

menetapkan penamaan accounte

OPD yang disesuaikan

2. Pengajuan -account

Kabupaten Tapznuli

-maü OPD Mz - n
dengan peraturan vang ;

e- tapien go.id
kolektif atas aepengetahuaxi dan

kemudian disewpaikan kn Dinas

Kabupaten Tapanuli Tengan.

setujuan Kepzla

Kom•anikasi dan

Tengah

Dipindai dengan CamScanner



V. Peiaambahan Menu
Pada dasarnya, menu-menu standar di dalam website OPD seperiuhrlya

rrienjadi hak dan l‹ebutuhan OPD itu sendiri, ke‹:uali menu-menu yang

tel h ditetapkan urituk menunjang website tapteng.go.id yang meliputi

menu berita, sorotan kata, data statistik {Data Pembangurian) dari

profil data OPD. Selain itu menjadi hak pihak OPD untuk meriambah

dan mengubah, derigan ketentuan:

1. Database website OPD setelah dilakukan standardisasi sistem dan

menunjang web portal tapteng.go.id, kemudian karena kepentingan

mend.asar lainnya memerlukan perubahan, maka harus melakukan

koordinasi öengan pihak Dinas Kornunikasi dan Informatika Kabupaten

Tapanuli Tengah;

2. Setiap perubahari struktur database website OPD harus

diinformasiRan kepada rihak Dinas Korriunil‹asi dan Informatika

Kabupaten Tapanuli Tengah.

VI. Standar Aplikasi

I. Peta situs (berupa struktur kategori navigasi website setiap ada

penambahati, pengurangan, atau pengubalian men u, langsung

berpengaruh pada peta situs);

2. Artikel {tulisan sejeriis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat

ini);

3. Bertta (berita terbaru seputar OPD yang bersangkutan dan yang

berhubungim);

4. Layanan (iriformasi berupa layarian-layanan yang diberikari oleh OPD

atau berlinkungen dengan ruang liiigkup fungsinya);

5. Agenda (agenda OPD dapat juge. sebagai ajang promosi dan informasi,

event, pamcran, dsb];

6. Data Statistik (data dari OPD dalam bentuk angka-angkn statistik,

dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik);

7. Buku Tamu (buku tamu dapat diisi oleh pengunjung situs);

8. Link Terkait {link-link yang terkait dengan OPD);

9. Galeri {kumpulari gambar yang dapat dilihat ol•h pengunjung

berdasarkan kategori-kategori);

10. Polling (pr›11ing mengeriai suatu hal yang dapat diisi oleh

pengunjurig situs untuk dimiritai peridapatnya);

11. Search (memiliki seareh engine yang terdiri drar search biasa dan

advanced search);

12. Mampu mengirimkan e-mail kepad•a web administrator {Contact Us);

13. Daftar Istllah (dmtar kata-kata pada konteks OPD yang

bersangkutan yang perlu untuk dijelaskan);

14. Keterangan 'ranggal Morlifikasi (pada bagiari-bagiari Statis maupun

dinamis terdapat keterangan modifikasi inforinasi, dapat berupa

rekapan tanggal modifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang

ada disetiap bagi‹tn tersebut];

15. Format : hari dd, bulan mm, tahun yy, Pilihan menu bahasa
dna bahasa (Indonesia,lnggris, Teks berjalan);

16. Foote.r (pemilik website, tahun pengembangan);

17. Navigasi (pengunjurig dapat mengetahui lokasi halaman

setiap halaman memiliki judul halaman yang unik

3'an diakses,

dan representatifj;

VII. Struktur Konten

Struktur meriu pada setiap OPD tergantung dari kepentirigan oss
bersangkutajq. Namun terdapat beberapa hal penting yang

diperhatikan, antara larm

1. bersifat dinamis (dapat ditambahkan,

sesuai dengan kebutuhanJ;

2. memiliki struktur hirarki menu;

yang

harus

diubah, clipindahl‹an, dihapus



3.pengelompokan kategori/ taksonomi/ kategori menu yang dibagi dengan

aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;

4. setiap penambahan, pengurangan, perighapusan, dan perubahan

struktilr menu larigsung berpengaruh pada peta sirus;

5. memiliki administrasi uiituk pengaturan:

a. manajemen menu (Content Management System);

b. manajemen user,

c. manajemen approval (baik untuk konten berita, datn statistik, forum,

dsb).

VIII.Interaksi Manusia-Komputer

1. Interface menarik dan berkesan professional agar mencerrninkan OPD

sebagai aparatur pemerintah yang diwakilkan oleh ivebsite OPD,

meliputi tata letak, warna dan hurufyang digunakan pada situs;

2. Memberikan kemudahari pengelolaan bagi pengelola situs, yaitu

ketnudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada

pada website;

3. Pengguna dapat mengetaliui respori sistem;

4. Website menampilkan kapan suatu konten terakhir dimutakhirkan;

XIE

Teknolo

Teknologi (platform) yang digunakan oleh website di lingkungan PemerintaJi

Kabupaten Tapanuli Tengah, baik uatuk website induk maupun website

OPD harus memenuhi ketentuari sebagai berikut:

1. stabil den aman

2.open source software;

3. tidak melanggar hak cipta siapapuri;

4. Hak Cipta dari Source Code sep‹:nuhnya milik Pemeriritah Kabupaten

Tapariuli Tengah.

x. Kodefikasi

Coritoh penamaan Account e-man yang diusulkari, sebagai berikut:

- Btipati (bupati@tapteng.go,id)

- Wabup (wabu@Jtapteng.go.id)

- Sekda (sekda@tapteng.go.id)

- OPD (diskomirifo tapteng.go.id)

- Kecamatan (kev:_pandan@tapteng.go.id)

- Desa (desa_Sipange@tapteng.go.Id)

- Keluraham (kel_ panda@tapteng.go.idl

Pengorganisasian Pengelola website Induk dan website OPD

Struktur pengelolaan wehsite induk dan website OPD adalah sebagai

berikut:

1. Penanggungjawab;

2. Redaktur;

3. Editor;

4. Web Administrator;

S. Web Developer;

6. Pembuat Artikel;

7. Penerjemah.

Mekanisme Ke a Akses Internet

1. Hosting web'iitc OPD harus ditempatkan di server milik Pe•=C‹i1••ä1
Kabupaten Tapanuli Tengah;

2. Alainat atau Uniform Resources Locator (URL) website OPD pc epÏp¡ä

Kabupaten Tapanuli Tengah ditetapkan

Tapanuli Tengah. Alamat URL tersebut

tapteng,go.id;

dengan Iteputusan Bpyp£fu

menjadi hagian dari subdoinain

Dipindai dengan Ja mS888888



3. Pembuatari u ebsite GPD/SI£PD yaiag merupaltan bagian

www.tapteng.go.id dilakukan oleh Dinas I(omtinikasi

Kabupaten Ta.panuli

4. Pihak Dinas Itomunikasi

bertanggung jasvab menjega

menyangkut konten website

website OPD.

Diundangkan diPandan

SEKRI

HEND Ö

Tengah;

dan 1nformatiI‹a Kabupaten

BANTOBING

dari sub domalIJ

dan I nfo1‘lTlatil‹a

Tapanuli Tengah

kelancaran akses internetnya,

tetap menjadi tanggung jaxvab

sedangk t11

pengelola

BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

BAKHTIAR AHMAD SIBARANI

H KABUPATEN TAPANULI TEN GAH

BERITA DAERAH KABUP.STEN TAPANULI TENC›AH TAHUN 2020 NOMOR 16


